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Jumlah sektor yang menyepakati dan 

memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi 

penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan 

program pembangunan 

OPD 4 61,291,899Rp            

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan 

Kepala Daerah) yang mengatur tentang 

pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)

dokumen 2 18,611,899Rp            

Jumlah Peserta Sosialisasi orang 24 18,611,899Rp             
Kepala Seksi Pengendalian 

Penduduk & Informasi 

keluarga

Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap 

desa
persen 100% 42,680,000Rp            

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

Jumlah jenis data keluarga yang ada
jenis

3 42,680,000Rp             

Kepala Seksi Pengendalian 

Penduduk & Informasi 

keluarga

Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak 

terpenuhi (unmeetneed)
persen 15.61% 5,817,622,295Rp        

 Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan 

program KKBPK (Advokasi dan KIE) 
persen 100% 1,118,879,091Rp        

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK orang 40  Rp            17,353,902 
Kepala Seksi Advokasi, 

Penggerakan Penyuluhan, 

Pendayagunaan PLKB & 

Kader KB

Jumlah Peserta KIE orang 275 22,925,089Rp             

Kepala Seksi Advokasi, 

Penggerakan Penyuluhan, 

Pendayagunaan PLKB & 

Kader KB

Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK Jumlah Sarana KIE yang disediakan jenis 8 168,547,300Rp           
Kepala Seksi Pembinaan & 

Peningkatan Kesertaan 

berKB

Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional 

Pembiayaan

Balai 

Penyuluhan
12 910,052,800Rp           

Kepala Seksi Pembinaan & 

Peningkatan Kesertaan 

berKB

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Persentase Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang 

telah didayagunakan 
persen 100% 1,814,559,852Rp        

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

MISI TUJUAN

Meningkatkan 

kesejahteraan dan 

taraf hidup 

masyarakat secara 

menyeluruh

Mewujudkan 

Penduduk 

tumbuh seimbang

Sasaran 1 : 

Terkendaliny

a laju 

pertumbuhan 

penduduk 

dengan 

meningkatka

n akses dan 

kualitas 

pelayanan 

keluarga 

berencana

Angka 

Prevalensi 

Kontrasepsi 

modern/modern 

contraceptive 

(mCPR)

72,47% 0.00% 0.00% 72.47%

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta 

Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan 

Kepada Pemangku Kepentingan

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

0.00%

6 7

URAIAN
INDIKATOR 

KINERJA

TARGET 

TAHUN 2021
I II III

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT)
TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN STRATEGIS TARGET TRIWULAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 

TARGET 

TAHUN 

2021

PENANGGUNG JAWAB
IV

ANGGARAN

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota



Jumlah PLKB yang dibina orang 110 94,744,800Rp             

Kepala Seksi Advokasi, 

Penggerakan Penyuluhan, 

Pendayagunaan PLKB & 

Kader KB

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan orang 581 1,719,815,052Rp        
Kepala Seksi Advokasi, 

Penggerakan Penyuluhan, 

Pendayagunaan PLKB & 

Kader KB

 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan 

Obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 

masyarakat  

persen 100% 2,279,023,352Rp        

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan 

Distribusi Alokon Faskes
21 69,821,868Rp             

Kepala Seksi Distribusi 

alokon & Jaminan Pelayanan 

KB

Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Aklseptor MKJP 

akseptor

11500 748,304,484Rp           

Kepala Seksi Peembinaan & 

Peningkatan Kesertaan 

berKB

Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia unit
433 1,460,897,000Rp        

Kepala Seksi Peembinaan & 

Peningkatan Kesertaan 

berKB

Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan 

mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan ) 

yang berperan serta aktif dalam pengelolaan 

program KKBPK

Stakholder 23 605,160,000Rp          

Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan & 

Penggerakan

Jumlah Kampung KB yang dibina

Kampung 

KB
24 605,160,000Rp           

Kepala Seksi Pengendalian 

Penduduk & Informasi 

keluarga

Rata- Rata Usia Kawin Pertama
Tahun 20 285,885,069Rp          

 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan 

pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 
persen 71,13% 285,885,069Rp          

Jumlah Kelompok yang terbentuk kelompok 5 12,897,908Rp             Kepala Seksi Pemberdayaan 

Keluarga Sejahtera

Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, 

UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan
kelompok 50 153,489,760Rp           

Kepala Seksi Ketahanan 

Keluarga, Balita, Anak, 

Remaja & Lansia

Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, 

UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi
kelompok 25 119,497,401Rp           

Kepala Seksi Ketahanan 

Keluarga, Balita, Anak, 

Remaja & Lansia

Persentase penunjang urusan perangkat daerah 

berjalan sesuai standar
Persen 100% 2,968,064,951Rp        

 Persentase penyusunan dokumen perencanaan, 

penganggaran & evaluasi tepat waktu 
Persen 100% 58,923,427Rp            

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

dokumen

3 11,278,931Rp             
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

 Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat 

Waktu 
dokumen

2 6,216,955Rp               
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

Sasaran 3 : 

Meningkatny

a kualitas 

dan 

pencapaian 

kinerja 

penyelengga

raan urusan 

perangkat 

daerah

Nilai LAKIP 65 0 0 0 65

Menciptakan 

kepemerintahan 

dan pelayanan 

publik yang lebih 

baik

Meningkatkan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

layanan urusan 

perangkat daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi  dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Bidang Katahanan 

dan Kesejahteraan 

keluarga

Sekretaris

Meningkatkan 

kesejahteraan dan 

taraf hidup 

masyarakat secara 

menyeluruh

Mewujudkan 

Penduduk 

tumbuh seimbang

Sasaran 1 : 

Terkendaliny

a laju 

pertumbuhan 

penduduk 

dengan 

meningkatka

n akses dan 

kualitas 

pelayanan 

keluarga 

berencana

Angka 

Prevalensi 

Kontrasepsi 

modern/modern 

contraceptive 

(mCPR)

72,47% 0.00% 0.00%

Pembinaan Terpadu Kampung KB

0

72.47%

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan 

Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga 

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

0.00%

35,05

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga

Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Promosi  dan  Sosialisasi  Kelompok  Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sasaran 2 : 

Meningkatny

a Indeks 

Pembanguna

n Keluarga

Indeks 

Pembangunan 

Keluarga 

(iBangga)

35,05 0 0

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & 

Jejaringnya

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelqaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi 

serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



 Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat 

Waktu 
dokumen

2 6,612,665Rp               
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat 

daerah yang disusun
dokumen

10 34,814,876Rp             
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

 Persentase administrasi keuangan yang 

terselenggara dengan baik 
Persen 100% 2,296,065,671Rp        Sekretaris

Penyediaan Gaji dan Tunjangan  Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan 
orang

18 2,261,573,946Rp        
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah dokumen laporan keuangan 

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun 

Tepat Waktu 
dokumen

10 34,491,725Rp             
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja 

administrasi umum PD 
Persen 100% 331,499,150Rp          Sekretaris

 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang di sediakan 

jenis
2              3,266,350Rp               

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 
unit

168          4,872,500Rp               
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang 

disediakan 

jenis
3              8,289,900Rp               

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang- undangan 

eksamplar
60            6,120,000Rp               

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah tamu yang difasilitasi 
orang

80            4,500,000Rp               
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang 

diikuti 

kali
227          304,450,400Rp           

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi Persen 100% 20,200,000Rp            Sekretaris

 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan unit 2              20,200,000Rp             
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah 
Persen 100% 103,115,955Rp          Sekretaris

 Jumlah surat masuk dan keluar yang 

diadministrasikan surat
800 15,115,955Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang 

terbayarkan rekening
48 50,400,000Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang 

disediakan orang
3 37,600,000Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan 

pemerintahan yang terpelihara dengan baik 
Persen 100% 112,000,000Rp          Sekretaris

 Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan 

yang dipelihara 
unit 96            88,000,000Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 3              14,000,000Rp             
Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

 Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya 

yang dipelihara/direhabilitasi 
unit 2              10,000,000Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai 

standar 
Persen 100% 14,285,668Rp            Sekretaris

 Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD yang disusun dokumen
4              14,285,668Rp             

Kepala Sub Bagian Umum & 

Keuangan

Sasaran 3 : 

Meningkatny

a kualitas 

dan 

pencapaian 

kinerja 

penyelengga

raan urusan 

perangkat 

daerah

Nilai LAKIP 65 0 0 0 65

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Menciptakan 

kepemerintahan 

dan pelayanan 

publik yang lebih 

baik

Meningkatkan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

layanan urusan 

perangkat daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Koordinasi  dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 



Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah 
Persen 100% 31,975,080Rp            Sekretaris

Pendataan dan Pengolahan Admistrasi Kepegawaian
 Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang 

dimuktahirkan 
dokumen 6              21,635,080Rp             

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 

implementasi peraturan perundang - undangan 
orang 2              10,340,000Rp             

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan & 

Kepegawaian

9,132,864,214Rp     

Malili, 27 September 2021

Kepala DP2KB Kab.Luwu Timur,

Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19680610 199403 2 014

TOTAL ANGGARAN

Sasaran 3 : 

Meningkatny

a kualitas 

dan 

pencapaian 

kinerja 

penyelengga

raan urusan 

perangkat 

daerah

Nilai LAKIP 65 0 0 0 65

Menciptakan 

kepemerintahan 

dan pelayanan 

publik yang lebih 

baik

Meningkatkan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

layanan urusan 

perangkat daerah


